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PENDAHULUAN 

Dalam kajian Ilmu Administrasi Publik, Menurut Keban dalam Ghoni et al. (2020:73), Administrasi 
Publik mencakup beberapa bidang, yaitu bidang yang berkaitan dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan 
legislatif, bidang yang berfokus pada formulasi dan implementasi kebijakan publik, serta bidang yang 
melibatkan berbagai aspek kemanusiaan dan kerjasama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. 
Diantara bidang-bidang tersebut salah satunya membahas tentang kerjasama atau relasi. Menurut (Rita 
et al., 2023) relasi merupakan hubungan kerjasama yang terjalin di antara dua orang atau lebih dengan 
tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk membangun relasi dengan masyarakat, pemerintah harus mampu 
menjalin interaksi dan komunikasi dengan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan 
yang baik. 

Kota Padang adalah salah satu wilayah yang sering mendapatkan sorotan terkait relasi antara 
Satpol PP dengan PKL, terutama di Kawasan Pantai Padang. Ini terjadi karena masih banyaknya PKL 
yang menggunakan badan jalan dan trotoar atau fasilitas umum lainnya untuk berdagang di sepanjang 
kawasan tersebut sehingga untuk menjaga tata ruang kota Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) 
melakukan upaya penertiban dan penataan PKL Pantai Padang (Pramono & Hanandini, 2023). 
Penertiban PKL Pantai Padang ini telah lama dilakukan oleh Pemko Padang, terhitung sudah tiga kali 
dilakukan penertiban untuk merelokasi PKL ke tempat yang telah dipersiapkan. Dari tiga penertiban 
tersebut, satu diantaranya berakhir dengan ricuh hingga menimbulkan konflik antara Satpol PP dengan 
PKL. 

Penertiban PKL Pantai Padang pertama terjadi pada tahun 2015, yaitu Penertiban kepada PKL 
Pantai Padang khususnya di sepanjang Pantai Purus dan Pantai Cimpago. Hal ini terjadi karena sebelum 
tahun 2015 tempat wisata ini dapat dikatakan kurang tertib dengan banyaknya kafe dengan tenda-tenda 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima 
pada saat penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang. Satpol PP 
Kota Padang melakukan penertiban kepada PKL untuk direlokasi ke Pusat Kuliner, 
namun penertiban tersebut ditolak keras oleh PKL karena mereka enggan untuk 
meninggalkan pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi antara 
pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki 
lima Pantai Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. 
Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Pariwisata Kota Padang, Satpol PP Kota 
Padang dan pedagang kaki lima Pantai Padang. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan 
pedagang kaki lima Pantai Padang tidak berjalan harmonis. Ditinjau dari Teori 
Manajemen Relasi menurut Hon dan Gruning (1999), hanya dua dimensi dari empat 
dimensi manajemen relasi yang berjalan baik yaitu kepercayaan dan komitmen, namun 
tersebut terjadi hanya diawal penertiban saja. Sedangkan dimensi kontrol atas hubungan 
dan kepuasan tidak berjalan dengan baik. 

ABSTRACT  
This research was motivated by the conflict between Satpol PP and street vendors 
during the arrangement and control of street vendors on Padang Beach. The Padang 
City Satpol PP carried out control over street vendors to relocate them to the Culinary 
Center, but this control was strongly rejected by the street vendors because they were 
reluctant to leave the beach. This research aims to find out how the relationship between 
the local government and street vendors is in efforts to organize Padang Beach street 
vendors. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data 
collection techniques used were interviews and documentation. Informants in this 
research included the Padang City Tourism Office, Padang City Satpol PP and Padang 
Beach street vendors. The results of the research show that the relationship between the 
local government and street vendors in efforts to organize Padang Beach street vendors 
is not running harmoniously. Judging from the Relationship Management Theory 
according to Hon and Gruning (1999), only two dimensions of the four dimensions of 
relationship management are working well, namely trust and commitment, but this only 
happens at the beginning of control. Meanwhile, the dimensions of control over 
relationships and satisfaction do not work well. 
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ceper yang berdiri di tepi pantai yang membuat pemandangan kurang bagus. Ditambah lagi dengan 
adanya pungutan liar sehingga banyak masyarakat dan wisatawan yang mengeluh dan kurang nyaman 
dengan keadaan ini. Akibat banyaknya keluhan tersebut membuat Pemko Padang mengambil langkah 
untuk menertibkan PKL dengan melakukan pembongkaran bangunan liar dan tenda-tenda ceper PKL di 
tepi pantai tersebut. Dari hasil penertiban ini terdapat lebih kurang 126 PKL yang nantinya akan direlokasi 
ke lokasi baru yaitu Lapau Panjang Cimpago (LPC). 

Selanjutnya, penertiban PKL Pantai Padang kedua dilakukan pada tahun 2017 yaitu penertiban 
PKL-PKL yang berjualan di sepanjang Pantai Samudera (dimulai dari Simpang Nipah sampai Simpang 
Hang Tuah). Sebelum ditertibkan, dulunya Kawasan Pantai Samudera ini merupakan kawasan 
permainan anak-anak dengan bangunan liar PKL sebanyak 85 bangunan, sehingga untuk menciptakan 
tata kota yang indah dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung Pemko Padang melakukan 
penertiban dan penataan pada bangunan-bangunan PKL Pantai Samudera. 

Penertiban PKL Pantai Padang ketiga terjadi pada tahun 2023. Penertiban ini dilakukan terhadap 
sekitar 150 PKL yang berjualan di sepanjang Pantai Purus. PKL-PKL tersebut direlokasi ke Parkiran 
Panggung Purus atau yang dikenal dengan Pusat Kuliner. Namun penertiban ini tidaklah berjalan dengan 
baik karena diwarnai kericuhan. Hal ini disebabkan karena kurangnya relasi dan komunikasi Pemko 
Padang dengan PKL atas tujuan dilakukannya penertiban tersebut. 

Perbedaan Pemahaman tersebut memicu terjadinya konflik antara Satpol PP dengan PKL. 
Menurut berita Infopublik (2023), penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai satuan eksekutor 
dari Pemko Padang menimbulkan konflik yang cukup serius karena aksi penolakan yang dilakukan oleh 
PKL Pantai Padang. Dalam aksi tersebut terjadi pemberontakan-pemberontakan dari semua PKL yang 
melibatkan kekerasan fisik seperti aksi pelemparan batu yang mengakibatkan beberapa orang terluka 
baik dari pihak Satpol PP maupun PKL yang akhirnya dilanjutkan dengan saling lapor. 

Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa untuk menciptakan kota yang nyaman dan tentram 
tidak bisa hanya satu pihak saja yang mengikuti aturan. Namun harus melibatkan semua pihak dalam hal 
ini yaitu Pemko Padang, Satpol PP dan PKL. Sebagaimana dijelaskan oleh Abustan (2017), hubungan 
antara negara (pemerintah) dan warga negara (masyarakat) berawal dari konsep warga negara sebagai 
anggota dari suatu negara, yang melahirkan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Hak-hak 
warga negara adalah kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, sementara negara memiliki hak untuk 
meminta warga negaranya menjalankan kewajibannya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, bisa dilihat bahwa adanya relasi pasang surut antara Pemko 
Padang terutama Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang dengan PKL mengenai penataan dan 
penertiban PKL di Pantai Padang sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk 
melihat bagaimana “Relasi antara Pemerintah Daerah dengan Pedagang Kaki Lima dalam Upaya 
Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang” dengan fokus pada relasi Dinas Pariwisata dan Satpol 
PP dengan PKL dalam penertiban dan penataan PKL di Pantai Padang. 

 

LANDASAN TEORI 
 

Teori Manajemen Relasi  

Teori ini membahas pentingnya pengelolaan hubungan yang efektif antara organisasi dan 

publiknya. Hubungan yang baik antara organisasi dan publik dianggap kunci keberhasilan jangka panjang  

(Hon & Grunig, 1999). Menurut Maulidia et al., (2022) eori Manajemen Relasi membahas bagaimana 

membangun hubungan positif dan saling menguntungkan antara dua pihak dalam organisasi. Menurut 

Waters dalam (Rachmaningsih & Harahap, 2022) adalah teori khas yang dapat diterapkan dalam 

membangun hubungan di dalam organisasi. Teori ini memusatkan perhatian pada pembangunan 

hubungan saling menguntungkan di dalam organisasi. 

 

Kualitas Relasi 

Berikut empat dimensi untuk mengukur kualitas suatu hubungan organisasi dengan publiknya 

dalam penelitian ini (Hon & Grunig, 1999): 
1. Kontrol atas hubungan maksudnya kondisi dimana organisasi dan publik yang terlibat menyepakati 

proses pelaksanaan pengendalian terhadap hubungan tersebut, khususnya mengenai siapa yang 
akan mengendalikan dan siapa yang akan dikendalikan, serta bagaimana prosedur pengendalian 
tersebut dijalankan. Konsep ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, dimana aspirasi 
masing-masing pihak didengar dan dipertimbangkan sebelum dijadikan masukan dalam pengambilan 
keputusan. 

2. Kepercayaan artinya perasaan saling percaya antara pihak-pihak terkait dengan keinginan untuk 
berbagi informasi. 
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3. Kepuasan adalah ukuran untuk menilai sejauh mana organisasi dan masyarakat merasa puas dengan 
hubungan yang terjalin karena harapan positif tentang hubungan tersebut. 

4. Komitmen artinya kesediaan masing-masing pihak untuk meneruskan hubungannya dengan pihak lain 
yang bersangkutan. Pada bagian ini dapat dikatakan bahwa organisasi atau masyarakatnya merasa 
bersedia dan ikhlas mengeluarkan tenaga dan sumber daya untuk hubungan tersebut karena mereka 
menganggap hubungan tersebut penting dan bermanfaat bagi mereka, sehingga layak untuk terus 
dibina dan dikembangkan. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada penertiban dan 
penataan PKL di Pantai Padang yang melibatkan Dinas Pariwisata dan Satpol PP dengan PKL. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 
data. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Pariwisata Kota Padang, Satpol PP Kota Padang dan 
pedagang kaki lima Pantai Padang.  

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dalam analisis data 
dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa relasi antara pemerintah daerah dengan 

pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang dapat dipaparkan sebagai 
berikut: 
 
Pelaksanaan Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pantai Padang 

Pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang terdiri dari tiga 
tahapan, yaitu dasar hukum, sosialisasi dan eksekusi, yaitu sebagai berikut: 
 
Dasar Hukum 

Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Padang telah diatur secara resmi 
melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan PKL, serta didukung oleh Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban 
Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 253 Tahun 2014 
yang menetapkan Pantai Padang sebagai Kawasan Wisata. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar 
hukum yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan penataan, sehingga semua prosedur dan mekanisme 
dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

Penataan PKL di Pantai Padang telah dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Perda yang berlaku 
yaitu Pantai Padang ditetapkan sebagai kawasan wisata dan belum ada penetapan resmi oleh 
pemerintah bahwa Pantai Padang merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan PKL, sehingga 
berjualan di sana dianggap melanggar.  

Oleh karena itu Dinas Pariwisata sebagai dinas yang bertanggung jawab atas penataan dan 
pengelolaan Pantai Padang, serta Satpol PP berperan dalam menegakkan peraturan dan melakukan 
penertiban. Penertiban PKL tersebut dilakukan dengan memberikan teguran kepada pedagang yang 
melanggar, meskipun terdapat penolakan dari beberapa PKL. 

 
Sosialisasi 

Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang telah melakukan sosialisasi sebelum melakukan 
penertiban PKL di Pantai Padang dengan berbagai cara yaitu pemberian surat edaran larangan berjualan 
di area yang tidak diperbolehkan, pemberian surat teguran kepada PKL yang masih melanggar aturan 
dan juga melakukan pertemuan diskusi dengan perwakilan PKL untuk menyampaikan informasi dan 
solusi terkait relokasi. Namun masih mendapatkan penolakan-penolakan dari sebagian PKL, karena PKL 
merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama terkait dengan relokasi yang 
dianggap tidak memadai.  

Walaupun demikian, Pemko Padang terus berupaya menjaga ketertiban dan citra wisata Pantai 
Padang dengan melanjutkan penertiban dan implementasi yang lebih konsisten serta terus berusaha 
memenuhi janji terkait relokasi untuk membangun kepercayaan yang lebih baik antara pemerintah dan 
PKL. 
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Eksekusi 
Eksekusi merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan penataan dan penertiban PKL di Pantai 

Padang. Setelah melakukan sosialisasi Pemko Padang akan langsung melakukan penertiban. Dalam 
penegakan peraturan tentu ada sanksi yang diterima oleh pelanggar. Penegakan peraturan terhadap 
PKL di Pantai Padang dilakukan secara tegas dengan sanksi yang jelas yaitu berdasarkan Perwako No 
23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.  

Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga melakukan penyitaan pada barang-barang dagangan, 
seperti meja, kursi maupun payung yang digunakan PKL untuk berdagang. Barang-barang yang telah 
disita akan dikembalikan setelah PKL mengikuti persidangan dan membayar denda yang telah 
ditentukan. 

 
Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang 

Seluruh PKL yang berdagang di sepanjang Pantai Padang mengetahui mengenai kebijakan 
penataan Pantai Padang yang disampaikan oleh Pemko Padang yang mana PKL akan direlokasikan ke 
Pusat Kuliner. Namun banyak dari PKL yang mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut 
dengan masih berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, seperti di tepi pantai. Hal ini 
disebabkan karena Pusat Kuliner Pantai Padang yang disediakan belum dirasakan manfaatnya secara 
maksimal oleh para PKL karena fasilitas di tempat relokasi tersebut seperti kios yang dijanjikan belum 
cukup bagi PKL untuk mengembangkan dagangannya, karena hanya baru sebagian yang dibangun oleh 
Pemko Padang. Selain itu, luas masing-masing kios tersebut hanya berukuran lebih kurang 2 meter, 
sehingga PKL mengeluh akan pendapatannya yang berkurang akibat terbatasnya tempat yang akan 
digunakan untuk para pengunjung. 
 
Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pantai Padang 

Upaya penegakan peraturan di Kawasan Pantai Padang oleh Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota 
Padang terhadap pedagang kaki lima (PKL) selalu menimbulkan bentrok. Meskipun Pemko Padang telah 
berusaha membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang, bentrokan saat penertiban tetap 
terjadi dan sering kali berujung pada tindakan hukum tanpa adanya mediasi lebih lanjut. Hal ini terjadi 
karena Pemko Padang menganggap bahwa konflik semacam ini adalah bagian dari proses penegakan 
hukum yang normal, terutama ketika peraturan daerah (perda) telah ditetapkan. Bahkan konflik yang 
berujung pada kekerasan atau kerusakan aset negara akan melalui proses hukum yang lebih serius, 
seperti  tindak pidana ringan. 

Mengacu pada Teori Manajemen Relasi menurut Hon dan Gruning (1999), terdapat dua dari empat 
dimensi manajemen relasi yang telah terpenuhi dalam relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang 
kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang, yaitu: 
 
1. Kontrol atas hubungan (Control Mutuality) 

Berdasarkan temuan penelitian, ternyata kontrol atas hubungan ini tidak sejalan dengan yang 
dikatakan oleh Hon dan Gruning (1999), karena Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang tidak 
melakukan pemantauan secara berkala, padahal PKL telah menyetujui untuk diawasi dan mengikuti 
aturan dengan mau direlokasi ke Pusat Kuliner sehingga dengan adanya kelonggaran pengawasan 
menyebabkan banyak PKL melanggar peraturan karena tuntutan kebutuhan ekonomi. 

2. Kepercayaan (Trust) 
Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan teori menurut Hon dan Grunig (1999), dimana adanya rasa 
saling percaya antara Pemko Padang dengan PKL walaupun cuman diawal penataan dan penertiban 
saja. Rasa kepercayaan ini terlihat sangat jelas dari PKL. Hal ini dibuktikan dengan semua PKL mau 
untuk direlokasi ke Pusat Kuliner sebagai lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang oleh 
pemerintah. Namun ketika Pemko Padang tidak kunjung memenuhi apa yang telah mereka janjikan 
akhirnya kepercayaan tersebut memudar. Karena PKL merasa bahwa pemerintah tidak 
mempertimbangkan kebutuhan mereka. Untuk itu, dalam rangka membangun kepercayaan yang lebih 
baik, penting bagi Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang untuk memenuhi janji-janji terkait 
relokasi dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi PKL. Keterpenuhan janji ini dapat meningkatkan 
persepsi PKL terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan antara kedua pihak. 

3. Kepuasan (Satisfaction) 
Hasil temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori Hon dan Gruning (1999), karena dalam 
penataan PKL di Pantai Padang ini Dinas Pariwisata, Satpol PP Kota Padang dan PKL Pantai Padang 
sama-sama belum merasakan kepuasan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya PKL yang belum 
mau untuk mematuhi peraturan yang ada walaupun Pemko Padang telah berusaha untuk 
menjelaskan mengenai penataan dan penertiban Pantai Padang ini melalui sosialisasi, surat edaran, 
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surat teguran maupun dalam pertemuan rapat sekaligus. Sementara PKL juga belum mendapatkan 
kepuasan dari fasilitas yang telah dijanjikan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Meskipun Dinas 
Pariwisata Kota Padang telah menyediakan lokasi relokasi di Pusat Kuliner, namun fasilitas yang ada 
belum cukup untuk PKL. Keterbatasan ruang kios, minimnya fasilitas pendukung, dan kurangnya 
infrastruktur yang memadai menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan PKL. 

4. Komitmen (Commitment) 
Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan teori Hon dan Grunig (1999), dimana Pemko Padang dan 
PKL sama-sama berkomitmen demi kelancaran penataan dan penertiban di Pantai Padang, walaupun 
itu semua terjadi diawal saja. Pemko Padang dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki komitmen yang 
kuat untuk mendukung kesejahteraan PKL melalui berbagai usahanya, seperti menyediakan lokasi 
bagi PKL di Pusat Kuliner agar mereka tidak lagi berjualan dengan menggunakan fasilitas umum dan 
menjanjikan untuk segera melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di Pusat Kuliner tersebut. 
Sementara komitmen PKL dalam penataan dan penertiban Pantai Padang ini yaitu bersedia untuk 
meninggalkan lokasinya demi mengikuti peraturan dengan di relokasi ke Pusat Kuliner. Namun 
memang dalam pemenuhan janji Pemko Padang membutuhkan waktu yang lama untuk 
mewujudkannya. Sedangkan PKL tidak memiliki waktu untuk menunggu karena adanya desakan 
ekonomi sehingga menyebabkan mereka melanggar aturan yang ada.       

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Secara keseluruhan relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya 
penataan pedagang kaki lima Pantai Padang tidak berjalan Harmonis. Hal ini ditunjukan dari empat 
dimensi Teori Manajemen Relasi menurut Hon dan Gruning (1999) yang terpenuhi hanya dua dimensi 
saja yaitu kepercayaan dan komitmen. Akan tetapi dua dimensi tersebut hanya terjadi di awal penataan 
dan penertiban saja. Setelah Pemko Padang tidak dapat memenuhi janjinya untuk segera melengkapi 
fasilitas di Pusat Kuliner, kepercayaan dan komitmen PKL mulai hilang sehingga banyak dari mereka 
yang memutuskan untuk kembali berjualan di tepi pantai. Sedangkan dua dimensi yang tidak terpenuhi 
yaitu kontrol atas hubungan dan kepuasan. 

Saran  

1. Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata Kota Padang hendaknya segera untuk melengkapi fasilitas-
fasilitas berdagang pedagang kaki lima Pantai Padang di pusat kuliner 

2. Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang hendaknya memperbaiki lagi cara berkomunikasi 
dengan Pedagang kaki lima Pantai Padang untuk menghindari bentrok pada saat penertiban.  

3. Satpol PP Kota Padang harus memperketat lagi pengawasan di Pantai Padang terlebih pengawasan 
pada pedagang kaki lima Pantai Padang 

4. Pentingnya kesadaran bersama, baik dari Pedagang kaki lima maupun Dinas Pariwisata dan Satpol 
PP Kota Padang dalam penataan pedagang kaki lima Pantai Padang. 
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